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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan melaksanakan
proyek peningkatan ruas jalan Sp. Rukis - Tj. Kemuning yang berada di wilayah
Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Proyek ini
merupakan salah satu paket program Western Indonesia National Road Improvement
Project (WINRIP).

Ruas jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning merupakan bagian dari jaringan jalan Lintas
Barat Sumatera yang merupakan jalan alternatif dalam pendistribusian kebutuhan
barang dan jasa di Pulau Sumatera. Penanganan pekerjaan peningkatan ruas jalan
Sp. Rukis ~ Tj. Kemuning ini akan mengikuti data teknis proyek berdasarkan data dari
desain rinci (detail design), yaitu lebar perkerasan 7 meter, lebar bahu jalan kiri kanan
masing-masing 2 meter, lebar drainase kiri kanan masing-masing 1 meter, dan lebar
ruang milik jalan (Rumija) 15 meter. Berdasarkan kondisi lebar Rumija yang ada saat
ini, maka untuk keperluan penanganan peningkatan ruas jalan Sp. Rukis — Tj.
Kemuning ini dibutuhkan pengadaan lahan.

Sesuai Loan Agreement WINRIP, jika suatu paket pekerjaan penanganan jalan
memerlukan pengadaan lahan, maka Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman
Kembali (Land Acquisition and Resettlement Plan / LARAP) harus disiapkan dengan
mengacu kepada kebijakan pengadaan tanah dan pemukiman kembali didaiam
LARPF untuk program WINRIP.

Dalam rangka memenuhi Loan Agreement tersebut di atas, kegiatan pembebasan
lahan pada ruas jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning tersebut telah dilakukan penyusunan
Dokumen LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan atau Rencana Kerja
Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali), yang telah mendapat persetujuan (No
Objection Letter) Bank Dunia pada tanggal 20 November 2013. Untuk mencapai
keberhasilan pencapaian program yang telah dituangkan dalam dokumen
LARAP, maka perlu dilakukan kegiatan monitoring implementasi LARAP.

Hingga akhir Oktober 2016, Satker PJN Il Provinsi Bengkulu melalui Pelaksana
Pengadaan Tanah telah menyelesaikan pembayaran ganti kerugian asset terkena kepada



903 dari total 3.198 WTP, dan telah dilaporkan pembayaran untuk 570 WTP. Laporan
Monitoring LARAP Sp. Rukis — Tj. Kemuning ke-5 ini berisi pelaporan hasil dari
pelaksanaan pembayaran ganti kerugian asset terkena untuk 333 WTP tersebut.

1.2. Maksud dan Tujuan
1.21. Maksud

Monitoring ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah
dan pemukiman kembali dari Sp. Rukis — Tj. Kemuning sesuai dengan program
yang tercantum dalam Dokumen LARAP.

122 Tujuan

a. Untuk memastikan bahwa persyaratan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia
diterapkan secara menyeluruh selama proses kegiatan pengadaan tanah,

b.  Untuk memastkan bahwa kegiatan pengadaan tanah dilaksanakan melalui pemberian
kompensasi (ganti kerugian) yang layak atas aset yang terkena proyek.

1.3. Sasaran

Kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali ruas jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning
dapat berjalan secara adil, partisipatif, dan transparan.

1.4. Ruang Lingkup

Lingkup monitoring pelaksanaan LARAP Sp. Rukis -~ Tj. Kemuning ini mencakup
pemantauan terhadap pelaksanaan program yang tercantum dalam Rencana Kera
Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali, yakni:

a. Kegiatan pengadaan tanah; merupakan kegiatan untuk membebaskan tanah
dengan memberikan kompensasi kepada yang berhak atas tanah, bangunan,
tanaman serta aset lain yang berada di atasnya. Monitoring dilakukan terhadap
pelaksanaan program pada tahapan pengadaan tanah sebagai berikut:

1) Sosialisasi terhadap warga terkena proyek

2) Inventarisasi dan pengukuran aset terkena proyek
3) Musyawarah/negosiasi nilai kompensasi

4) Pembayaran kompensasi/ganti kerugian

5) Pelepasan hak atas tanah terkena proyek.

b. Monitoring dan pelaporan; merupakan kegiatan monitoring dan pelaporan setiap
peride waktu tertentu (bulanan) yang dilakukan oleh Tim Monitoring LARAP yang



dibentuk oleh Satker PJN Wilayah || Provinsi Bengkulu.

Laporan monitoring pelaksanaan LARAP Sp. Rukis — Tj. Kemuning ini dilengkapi
dengan dokumen pendukung, seperti bukti pembayaran, pemyataan pelepasan hak, hasil
pengamatan dan wawancara langsung dengan warga terkena proyek.

1.5. Metodologi Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam monitoring pelaksanaan LARAP Sp. Rukis —
Tj. Kemuning ini adalah dengan melakukan pengumpulan data sekunder pelaksanaan
pengadaan tanah dari Tim Monitoring, dilengkapi dengan data primer melalui
wawancara terhadap beberapa warga terkena proyek, dan pengamatan lapangan.
Metode analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder
maupun data primer.
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GAMBARAN UMUM

2.1. Deskripsi Proyek

2.2,

Ruas Jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan dan
Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu merupakan salah satu dari paket program
WINRIP. Ruas jalan ini merupakan bagian dari jalan lintas barat Sumatera sebagai
jalan alternatif dalam pendistribusian kebutuhan barang dan jasa di Pulau Sumatera.

Secara administratif ruas jalan Sp. Rukis - Tj. Kemuning berada di wilayah Kabupaten
Bengkulu Selatan, meliputi Kecamatan Pasar Manna (2 desa), Kecamatan Manna (4
desa), Kecamatan Bunga Mas (2 desa), Kecamatan Kedurang llir (2 desa); dan di
wilayah Kabupaten Kaur, meliputi Kecamatan Tanjung Kemuning (18 desa),
Kecamatan Semidang Gumay (8 desa), Kecamatan Kaur Tengah (2 desa). Sesuai
dengan DED 2012, panjang peningkatan ruas jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning ini
adalah 56,270 Km

Data teknis pekerjaan peningkatan ruas jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning ini sebagai
berikut:

. Uraian o | KondisiAwal - | Rencana Penanganan
Lebar perkerasan 4,5 - 6 meter 7 meter
Lebar bahu jatan 1,5 -2 meter 2 meter
Lebar saluran samping 1 meter 2 meter
Lebar Rumija 10 — 15 meter 15 meter

Sumber: DED Sp. Rukis — Tj. Kemuning, 2012

Hasil LARAP
2,21 Data Pengadaan Tanah

Ringkasan data pengadaan tanah sebagaimana tertuang dalam Dokumen LARAP
yang dihasilkan melalui sensus aset terkena pada tanggal 29 Juli dan 16 — 17 Agustus
2013, adalah sebagai berikut:




Tabel 2.1 Data Pengadaan Tanah Peningkatan Ruas Jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning

No. : Uraian Aset Terkena Satuan/Unit Jumiah
I. | Tanah m? 9.038
1. | Tanah Perorangan m’ 8.768
2. | Tanah Milik Desa/Negara m? 270
3. | Jumlah Pemilik Tanah Terkena KK 343
ll. | Jumlah Bangunan Utama Terkena Unit 111

Mifik Perorangan
1. | Rumah Tinggal Terkena Seluruhnya Unit -

2. | Rumah Tinggal Terkena Sebagian Unit 78
3. | Bangunan Usaha Terkena Seluruhnya Unit 5
4. | Bangunan Usaha Terkena Sebagian Unit 25
. | Bangunan Usaha dan Rumah Tinggal Terkena Seluruhnya Unit -
8. | Bangunan Usaha dan Rumah Tinggal Terkena Seluruhnya Unit 1
7. | Bangunan Lainnya Terkena Seluruh Unit -

8. | Bangunan Lainnya Terkena Sebagian Unit 2

Mifik Desa/Urmum:;

1. | Bangunan Umum Terkena Seluruhnya Unit -
2. | Bangunan Umum Terkena Sebagian (SD N 02) Unit -

HI. | Jenis Bangunan Utama Terkena m*

Milik Perorangan:

1. | Rumah Tinggal Permanen m? 1.659
2. | Rumah Tinggal Semi Permanen m? 190
3. | Rumah Tinggal Darurat m? 7
4, | Bangunan Usaha Permanen m’ 226
5. | Bangunan Usaha Semi Permanen m* 76
6. | Bangunan Usaha Darurat m? 4
7. | Bangunan Usaha dan Rumah Tinggal Permanen m° 26
8. | Bangunan Usaha dan Rumah Tinggal Semi Permanen m? -
9. | Bangunan Usaha dan Rumah Tinggal Darurat m? -

Bangunan Lainnya Terkena Permanen m* 3
Bangunan Lainnya Terkena Semi Permanen m* 5
Bangunan Lainnya Terkena Darurat m” -
Milik Desa/Umum:

1. | Bangunan Umum Terkena Seluruhnya m* -
2. | Bangunan Umum Terkena Sebagian m? -

IV. | Jenis Bangunan Pelengkap:

Milik Perorangan:

1. | Pagar (123 unit) m 1.462
2. | Pipa Air Bersih Unit 2
3. | Septic Tank Unit 2

4. | Parabola Unit 2

Mifik Desa/Umum:
1. | Pagar (3 Mesjid ; 1 Pustu) m 113




No. Uraian Aset Terkena Satuan/Unit Jumilah

V. { Tanaman

Milik Perarangan Btg 363

Milik Desa/Negara Btg -
Vi. | Utilitas

Tiang Listrik Unit 25

Sumber: Dokumen LARAP Sp. Rukis — Tj. Kemuning, 2013

22.2 Rencana Pelaksanaan Kompensasi

Di dalam Dokumen LARAP juga dinyatakan bahwa besaran kompensasi yang akan
ditawarkan oleh Satker PJN Wilayah il Provinsi Bengkulu sebagai pihak yang
memeriukan tanah adalah sebagai berikut:

1. Sesuai LARPF (Land Acquisition and Reseftlement Policy Framework) WINRIP
yakni besaran kompensasi untuk tanah terkena diganti sesuai dengan hasil
musyawarah antara Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) dengan WTP yang
besarannya mengacu pada harga pasar. Harga pasar ini ditentukan oleh Peniai
Independen yang diadakan dan ditetapkan oleh P2T atau Satker PJN Wilayah ||
Provinsi Bengkulu yang mengacu pada Perpres 71/2012. Biaya registrasi dan biaya
transfer dibayar oleh Pihak proyek.

2. Kompensasi terhadap bangunan disesuaikan dengan jenis bangunan dan sesuai
dengan harga pasar material bangunan setempat, meliputi antara lain bangunan
rumah tinggal, bangunan usaha, pagar dll, yang pembuatannya memerlukan biaya
atau investasi. Penetapan harga pasar bangunan terkena proyek tersebut
mengacu hasil penilaian dari Penilai Independen.

3. Untuk tanaman terkena besaran kompensasinya ditaksir berdasarkan jenis, dan
produktivitas tanaman sesuai ketentuan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
dan Kabupaten Kaur. Besaran kompensasi terhadap tanaman terkena juga
ditetapkan oleh Penilai Independen.

4. Biaya splitzing atau perubahan data tanah terkena, baik tanah yang bersertifikat
maupun tidak bersertifikat ditanggung oleh Pihak proyek.
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3.1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Di dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk peningkatan ruas jalan Sp Rukis ~ Tj
Kemuning, Pihak proyek atau Satker PJN 1l Provinsi Bengkulu mengawali
pekerjaannya dengan melakukan kegiatan pendataan awal kebutuhan tanah sesuai
dengan desain (mutakhir) peningkatan jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning. Dalam kegiatan
pendataan awal kebutuhan tanah ini, Pihak Proyek melakukan pematokan kebutuhan
tanah di lapangan sekaligus melakukan validasi data kebutuhan tanah yang tertuang
dalam Dokumen LARAP.

Berdasarkan hasil pendataan terungkap bahwa rencana pengadaan tanah untuk
kebutuhan desain (mutakhir) peningkatan ruas jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning
mengalami perubahan, sedangkan dalam penyusunan dokumen LARAP masih
menggunakan desain jalan yang belum final, sehingga menyebabkan perbedaan data
jumiah WTP dan asset terkena proyek.

Dalam dokumen LARAP paket Sp. Rukis Tj. Kemuning tercatat jumlah warga terkena
proyek (WTP) sebanyak 343 KK, Tanah milik warga fumum yang terkena seluas 9.038
m?, serta asset lain yang terkena seperti: bangunan sefuas 2.196 m? pagar sepanjang
1.575 m, dan tanaman sebanyak 363 batang.

Sementara itu, hasil inventarisasi dan pengukuran asset terkena yang dilakukan oleh
Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur
sesuai kebutuhan desain final didapatkan hasil sebagai berikut: di Kabupaten Bengkulu
Selatan terdapat jumlah WTP sebanyak 189 WTP dengan jenis asset terkena meliputi:
tanah seluas 16,251.53 m? bangunan seluas 153.4 m® teras seluas 25 M> pagar
sepanjang 340.91 m; rabat beton 300 m? pondasi 12.5 m® tanaman sebanyak 718
batang. Di Kabupaten Kaur jumlah WTP sebanyak 3.009 WTP direvisi dari sebelumnya
tercatat sebanyak 3.223 WTP, dengan jenis asset yang terkena meliputi tanah seluas
86,966.50 m% bangunan seluas 2,538.20 m% pagar sepanjang 11,695.60 m; rabat
beton seluas 1,866.10 m%; tanaman sebanyak 2,050 batang.

Sesuai dengan Perpres No 40 Tahun 2014 pasal 121, pengadaan tanah untuk
kepentingan umum yang luasnya lebih dari 5 (lima) hektar diselenggarakan oleh
Kepala BPN (Perpres No 71 Tahun 2012 pasal 49). Sesuai dengan ketentuan tersebut



pelaksanaan pengadaan tanah untuk Sp. Rukis — Tj. Kemuning diselenggarakan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan (segmen jalan di wilayah
Bengkulu Selatan) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur (segmen jalan di
wilayah Kaur). Kepala Kantor Pertanahan di masing-masing kabupaten tersebut
kemudian membentuk Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T).

P2T di Kabupaten Bengkulu Selatan dan di Kabupaten Kaur melakukan serangkaian
tahapan kegiatan pelaksanaaan pengadaan tanah, meliputi tahapan kegiatan
inventarisasi dan identifikasi, penetapan penilai, musyawarah penetapan bentuk ganti
kerugian, pemberian ganti kerugian, dan pelepasan obyek pengadaan tanah (termasuk
di dalamnya splitzing). Pada tahapan terakhir penyelenggaraan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum adalah penyerahan hasil pengadaan tanah
oleh Ketua P2T di Kabupaten Bengkulu Selatan dan di Kabupaten Kaur kepada
Instansi yang memerlukan tanah (Satker PJN H Provinsi Bengkulu).

Inventarisasi dan identifikasi aset terkena

Ketua P2T di Kabupaten Bengkuiu Selatan dan di Kabupaten Kaur masing-masing
membentuk Satuan Tugas (Satgas) A yang bertugas untuk melakukan kegiatan
inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan aset terkena yang menghasil Peta bidang; dan Satuan Tugas (Satgas) B
yang bertugas untuk melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi data pihak yang
berhak dan obyek pengadaan tanah yang menghasilkan Daftar nominatif asset terkena.

Kegiatan inventarisasi dan identifikasi aset terkena peningkatan segmen ruas jalan Sp.
Rukis — Tj. Kemuning di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan berlangsung pada bulan
Maret — April 2015, sedangkan untuk segmen ruas jalan di wilayah Kabupaten Kaur
pada bulan Maret — Mei 2015. Selama pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan
identifikasi asset terkena, Satgas P2T umumnya didampingi oleh para pemilik asset,
sehingga mereka sejak awal telah mengetahui secara pasti bahwa asset miliknya akan
terkena proyek atau tidak terkena. Menurut ketentuan yang berlaku Daftar nominatif
hasil inventarisasi tersebut akan diumumkan kepada warga masyarakat oleh P2T
melalui media yang tersedia seperti papan pengumuman yang ada di Kantor desa.
Tujuan publikasi (pengumuman) tersebut antara lain agar warga terkena proyek dapat
memastikan data asset terkena dari masing-masing warga telah sesuai dengan situasi
yang ada di lapangan sekaligus melakukan perbaikan/koreksi jika diperlukan. Dari
hasit wawancara Tim Monitoring dengan sampling WTP menginformasikan bahwa
selama ini Daftar nominatif hasil inventarisasi dan identifikasi asset terkena tersebut
umumnya belum dipublikasikan secara terbuka di tempat pengumuman yang ada di



b)

desa.

Dalam Laporan Monitoring LARAP Sp Rukis — Tanjung Kemuning No. 1 - 3 telah
menyajikan Daftar nominatif pengadaan tanah tersebut di atas.

Penilaian asset terkena

Padatahapan penilaian asset terkena ini P2T meminta kepada Satker PJN ||
Bengkulu untuk melakukan proses pengadaan Penilai independen. Kemudian Satker
melakukan proses pengadaan (lelang) hingga penentuan pemenang. Wakiu yang
dibutuhkan untuk proses pengadaan Penilai independen adalah 30 hari. Penetapan
Penilai independen dari hasil proses lelang tersebut ditetapkan dalam Keputusan Ketua
Pelaksana Pengadaan Tanah.

Penilai independen akan melaksanakan penilaian asset terkena selama 30 hari.
Berkaitan dengan proses pengadaan (lelang) Penilai, Tim Monitoring Satker
menginformasikan bahwa dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan pembayaran
ganti kerugian, telah ditempuh langkah pengadaan (lelang) untuk beberapa Penilai
yang mencakup satu atau dua wilayah kecamatan untuk satu Penilai. Dengan strategi
tersebut diharapkan proses pelaksanaan pembayaran ganti kerugian kepada total
3.198 WTP yang tersebar di 5 (lima) kecamatan di sepanjang 40 km dapat
dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penilaian asset
terkena untuk segmen ruas jalan Sp Rukis ~ Tanjung Kemuning di wilayah Kecamatan
Pasar Manna, Manna, Sumidang Gumay, dan Kecamatan Kaur Tengah dilakukan pada
awal tahun 2015, sedangkan pelaksanaan penilaian asset terkena di wilayah
Kecamatan Tanjung Kemuning baru dapat dilakukan periode akhir tahun 2015.

Dalam Laporan Monitoring LARAP Sp Rukis — Tanjung Kemuning No. 1 - 3 telah
menyajikan Daftar hasil penilaian asset terkena proyek di wilayah Kecamatan Pasar
Manna dan Kecamatan Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan; di Kecamatan
Sumidang Gumay, dan Kecamatan Kaur Tengah di Kabupaten Kaur. Pada Laporan
Monitoring LARAP Sp Rukis — Tanjung Kemuning No. 4 ini ditambahkan Daftar hasil
penilaian asset terkena proyek di wilayah Kecamatan Tanjung Kemuning di Kabupaten
Kaur pada Lampiran |ll dalam Laporan Monitoring LARAP ke-4.

Musyawarah

Kegiatan musyawarah untuk menetapkan bentuk kompensasi atas aset terkena telah
dilakukan antara P2T dengan para WTP melalui forum sosialisasi hasil penilaian aset
terkena yang diadakan di Kantor Camat Pasar Manna, Manna, Semidang Gumai, Kaur
Tengah selama periode pertengahan bulan Mei — Oktober 2015, dan untuk



pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada para WTP yang berada di wilayah
Kecamatan Tanjung Kemuning baru dapat dilaksanakan selama periode bulan
Februari — Maret 20186.

Dalam pelaksanaan musyawarah tersebut, P2T menyampaikan hasil penilaian dari
Penilai kepada para WTP untuk mendapatkan persetujuan/kesepakatan tentang
besarnya nilai ganti kerugian yang akan diterima oleh masing-masing WTP.

Tim monitoring pelaksanaan LARAP dari Satker PJN | Bengkulu melaporkan bahwa
di dalam forum musyawarah (sosialisasi) yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu
Selatan dan di Kecamatan Sumidang Gumay hampir semua WTP menyepakati atau
menyetujui nilai ganti kerugian yang akan diterima, tetapi dalam pelaksanaan
musyawarah/sosialisasi di Kecamatan Kaur Tengah dan di Kecamatan Tanjung
Kemuning di beberapa desa terdapat beberapa WTP yang mengajukan keberatan
atas hasit penilaian asset terkena.

Berkenaan dengan adanya sanggahan yang disampaikan oleh beberapa WTP
tersebut di atas, P2T kemudian melaksanakan proses standar penanganan keluhan
sehingga seluruh WTP dapat menyepakati nilai ganti kerugian yang akan dibayarkan.
Pada Lampiran Il pada Laporan Monitoring LARAP No.1 — 2 telah disajikan Berita
Acara persetujuan nilai ganti kerugian kegiatan pengadaan tanah paket Sp Rukis —
Tanjung Kemuning yang merupakan hasil permufakatan nilai ganti kerugian yang
disepakati dalam musyawarah/sosialisasi antara P2T dan para WTP.

Dari kegiatan musyawarah tersebut selanjutnya Pelaksana Pengadaan Tanah
melakukan validasi pemberian ganti kerugian untuk WTP sebagai persyaratan untuk
proses pengajuan pembayaran ganti kerugian oleh Satker ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).

Pembayaran kompensasi

Pembayaran kompensasi dilakukan setelah melalui proses kesepakatan nilai kompensasi
serta pemeriksaan surat-surat atau dokumen kepemilikan. Pembayaran
kompensasi dilakukan dengan cara tranfer uang dari nomor rekening Bank milik
Proyek kepada nomor rekening Bank milik tiap WTP. Setelah WTP memeriksa
kebenaran uang kompensasi sudah masuk (ditransfer) ke nomor rekening Bank
miliknya, WTP menandatangani bukti penerimaan uang (kuitansi) kompensasi/ganti
kerugian dan menyerahkan dokumen kepemilikan aset kepada Pelaksana Pengadaan
Tanah dan sekaligus WTP menandatangani surat pelepasan hak.

Menurut Tim Monitoring pelaksanaan LARAP, Satker menemui kendala di saat
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pembuatan rekening Bank untuk para WTP di wilayah Kabupaten Kaur dikarenakan
saat ini masm banyak WTP yang belum memiliki KTP elektronik sebagai persyaratan
untuk pembuatan rekening di Bank. Guna mengatasi kendala administrasi tersebut
Satker menempuh langkah proses pembayaran ganti kerugian secara tunai langsung
setelah mendapat persetujuan dari para WTP yang dimungkinkan menurut Peraturan
Kepata BPN No. 5 Tahun 2012 pasal 26 ayat 2.

Hingga pertengahan Desember 2015 Satker PJN Il Provinsi Bengkulu dapat melakukan
pembayaran ganti kerugian kepada 382 dari total 3.198 WTP pengadaan tanah
peningkatan ruas jalan Sp. Rukis — Tj. Kemuning, dengan jenis asset terkena meliputi:
tanah seluas 22.331 m? bangunan rumah terkena sebagian seluas 180 m?, teras seluas
64 m?, pagar besitkawat sepanjang 667 m, pagar beton sepanjang 140 m, pagar pasangan
bata sepanjang 220 m, rabat 336 m?, dan tanaman sebanyak 931 batang.

Hingga akhlr Oktober 2016 Satker PJN Il Bengkulu tefah melakukan pembayaran untuk
903 dari sisa 2.628 WTP dan yang telah dilaporkan ke Bank Dunia sebanyak 570 WTP.
Dalam Laporan Monitoring ke-5 ini akan disampaikan hasil pembayaran untuk 333 WTP.
Jenis dan volume asset terkena milik dari 903 WTP yang telah terbayar tersebut adalah
tanah seluas 31.562 m? bangunan rumah terkena sebagian seluas 2.242 m? bangunan
warung seluas 266 m?, pagar besi sepanjang 674 m, pagar bata 464 m, rabat 336 m?,
deker 169 m?, dan tanaman sebanyak 1.082 pohon. ’

Salinan bukti pembayaran dari masing-masing ke-333 WTP tersebut di atas disajikan pada
Lampiran IV, sedangkan salinan pemyataan pelepasan hak disajikan pada Lampiran V,
serta Gambar Stripmap status perkembangan kegiatan pengadaan tanah paket Sp. Rukis
— Tj. Kemuning hingga akhir Cktober 2016 disajikan pada Lampiran V1.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satker PJN Il Bengkulu, pembayaran ganti
kerugian untuk sekitar 260 WTP lagi akan diselesaikan hingga akhir Desember 2016,
sedangkan sekitar 919 sisa WTP lainnya akan diselesaikan pada awal tahun 2017 melalui
DIPA 2017 sebesar Rp 4,5 milyar.

Sertifikasi

Hingga saat ini proses splifzing atau pengubahan data luasan tanah terkena untuk 382
bidang masih dalam proses penyiapan kelengkapan administrasi oleh Satker PJN I
Provinsi Bengkulu dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan dan

Kabupaten Kaur.
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3.2. Penanganan Keluhan

Di dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pada paket Sp Rukis — Tanjung
Kemuning sejauh ini dapat dinyatakan bahwa para WTP di Kabupaten Bengkulu
Selatan maupun P2T Kabupaten Kaur telah menunjukkan tingkat kerjasama yang
cukup baik. Hal ini diperfihatkan dengan tingkat kehadiran para WTP dalam tahapan
proses kegiatan pengadaan tanah yang diselenggarakan oleh P2T ataupun proses
penilaian asset terkena oleh pihak Penilai independen. Namun demikian tidak seluruh
proses kegiatan pengadaan tanah ini berjalan mulus atau tidak ada keberatan/
sanggahan yang berasal dari para WTP.

Tim monitoring pelaksanaan LARAP dari Satker PJN Il Bengkulu melaporkan bahwa
di dalam forum musyawarah (sosialisasi) yang dilaksanakan di 7 (tujuh) desa di
Kecamatan Kaur Tengah dan Kecamatan Tanjung Kemuning di Kabupaten Kaur
terdapat beberapa WTP yang mengajukan keberatan atas hasil penilaian asset
terkena yang disampaikan P2T dalam forum musyawarah (sosialisasi) tersebut.
Jumlah WTP yang menyanggah/keberatan atas hasil penilaian ganti kerugian asset
terkena di Kecamatan Kaur Tengah (2 desa) terdapat 40 dari total 203 WTP, 33 dari
70 WTP di Desa Tanjung Aur Il, 11 dari 27 WTP di Desa Tanjung Kemuning Il 2 dari
77 WTP di Desa Selika |, 6 dari 92 WTP di Desa Tanjung Iman 1, dan 29 dari 110 WTP
di Desa Tanjung Iman |I.

Berdasarkan sanggahan yang disampaikan oleh beberapa WTP tersebut, kemudian
P2T melakukan kajian ulang terhadap kesalahan data jenis dan volume asset terkena
serta nilainya, melalui pemeriksaan situasi dan kondisi di lapangan dan berdiskusi
dengan pihak Penilai asset. Setelah P2T mendapatkan hasil kajian ulang, baik berupa
perubahan data asset terkena danfatau besaran nilai ganti kerugian yang akan
diberikan kepada para WTP, maka pihak P2T mendatangi/mengundang pihak WTP
{penyanggah) untuk mendapatkan kesepakatan/persetujuan dari WTP atas perubahan
data tersebut. Menurut Tim Monitoring pelaksanaan LARAP, umumnya para WTP
penyanggah dapat menyepakati terhadap hasil kajian ulang yang dilakukan oleh pihak
P2T tersebut, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap proses pembayaran ganti kerugian
atas asset terkena proyek.
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Kabupaten
Paket
Pelaporan s/d

Bengkuiu Selatan dan Kaur
Sp. Rukis — Tj. Kemuning
November 2016

‘ Renf:gigerja Laporan Kemajuan
Kegiatan - Catatan
Tanggal | Target K?ST:,‘J:jsan Masalah dan Rencana Tindak Lanjut
IMPLEMENTASI
Kegiatan inventarisasi Mei ~ 3.198 3.198 Kegiatan inventarisasi dan Daftar Nominatif Pengadaan Lahan Sp
dan identifikasi aset Jun WTP (100%) identifikasi aset terkena proyek atas | Rukis — Tj. Kemuning sudah dilaporkan
terkena proyek di 2 2014 189 WTP di Kab Bengkulu Selatan, pada Lampiran 1 Laporan Monitoring
Kabupaten yang dilalui dan 3.223 WTP di Kabupaten Kaur LARAP ke -1 dan ke-2
paket Sp. Rukis —Tij. sudah selesai dilakukan. Hasil Penilaian Aset Terkena di Kab
Kemuning Penilaian asset terkena di Kab Bengkulu Selatan dan 2 kecamatan di
Bengkulu Selatan dan Kab Kaur juga | Kab Kaur sudah dilaporkan pada
sudah selesai dilakukan oleh Tim Lampiran l§ Laporan Monitoring LARAP
Penilai Independen ke-1 dan ke-2,
Hasil Penilaian Asset di Kecamatan
Tanjung Kemuning disajikan pada
Lampiran [l pada Laporan Monitoring
LARAP ke-4 ini.
Musyawarah tentang Mei — 3.198 189 WTP | « Pelaksanaan musyawarah/ Hasil musyawah dengan WTP disajikan
persetujuan harga Jun WTP di Kab BS sosialisasi hasil penilaian asset pada Lampiran Hl Laporan Monitoring
kompensasi tanah/ 2014 (100%) terkena baik di Kab Bengkulu LARAP ke-1 dan ke-2
bangunan/tanaman Selatan maupun di Kab Kaur
terkena proyek di 2 381 dari sudah selesai dilakukan cleh pihak
kabupaten total P2T masing-masing kabupaten.
3.009 » Berdasarkan laporan Tim
WTF di Monitoring pelaksanaan LARAP
Kab Kaur Satker PJN Il Bengkulu, terdapat
{12,6%) beberapa WTP di 7 desa yang
menyanggah atau keberatan
terhadap hasil penilaian asset
terkena. Berdasarkan sanggahan
WTP tersebut pihak P2T bersama
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Rencana Kerja

Laporan Kemajuan

. LARAP
Kegiatan Kemal Catatan
Tanggal | Target emajuan | masalah dan Rencana Tindak Lanjut -
[Status
Tim penilai melakukan kajian ulang
sehingga akhirnya dapat disetujui
oleh para WTP. -
« Nilai harga ganti kerugian yang
dimusyawarahkan mengacu pada
hasil Tim Penilai Independen.
Sebagian besar nilai harga
kesepakatan sama dengan nilai
.. hasil Tim Penilai.
Pembayaran kompensasi Juli - 3.198 Total » Pembayaran kompensasi kepada ¢ Salinan bukii pembayaran (kuitansi)
aset terkena proyek Sept WTP WTP total 189 WTP di Kab Bengkulu kompensasi kepada 149 WTP di Kab
paket Sp. Rukis —Tj. 2014 sudah Selatan sudah selesai Bengkulu Selatan sudah dilaporkan
Kemuning dibayar: dilaksanakan. pada Lampiran IV Laporan Monitoring
903 o Pembayaran kompensasi kepada LARAP ke-1
(28,2%) | 193 dari total 3.009 WTP di Kab « Salinan bukti pembayaran (kuitansi)
terdiri dari | kayr sudah dilaksanakan hingga kompensasi kepada 40 WTP di Kab
;,8‘? Vgg; gkhir Des 2015. Bengkulu Selatan sudah dilaporkan
'(150% + Pembayaran kompensasi kepada pada Lampiran IV Laporan Monitoring
dan 188 dari sisa 2.816 WTP di Kab LARAP ke-2
Kaur sudah dilaksanakan hingga + Salinan bukti pembayaran (kuitansi)
7'(';_4 }‘(’:gp akhir Feb 2016. kompensasi kepada 193 WTP di Kab
Il(aur » Pembayaran kompensasi kepada Kaur disajikan pada Lampiran IV
23 7% 333 dari sisa 2.628 WTP di Kab Laporan Monitoring LARAP ke-3.

Kaur sudah dilaksanakan hingga
akhir Oktober 2016

» Sekitar 1.345 WTP lagi akan
diselesaikan hingga akhir tahun
2016. Satker telah mengajukan
usulan anggaran pada DIPA 2017
sebesar Rp 4,5 milyar untuk
menyelesaikan pembayaran untuk
sekitar 950 sisa WTP.

¢ Salinan bukti pembayaran (kuitansi)

kompensasi kepada 188 WTP di Kab
Kaur disajikan pada Lampiran IV
Laporan Monitoring LARAP ke-4

« Salinan bukti pembayaran (kuitansi)

kompensasi kepada 333 WTP di Kab
Kaur disajikan pada Lampiran IV
dalam Laporan Monitoring LARAP
ke-5 ini
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Kegiatan

Rencana Kerja
LARAP

Laporan Kemajuan

Tanggal

Target

Kemajuan
[Status

Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Catatan

» Pernyataan pelepasan hak atas tanah
untuk 333 WTP di Kab Kaur disajikan
pada Lampiran V Laperan
Monitoring LARAP ke-5 ini.

« Stripmap status perkembangan
kegiatan pengadaan tanah paket Sp
Rukis — Tanjung Kemuning per akhir
Oktober 2016 disajikan pada
Lampiran VI Laporan Monitoring
LARAP ke-5 ini.

Splitzing surat tanah
terkena

Juli -
Sept
2014

382
bidang

0%

» Splitzing atau pemecahan surat
tanah terkena untuk 382 bidang
masih dalam proses penyiapan
kelengkapan administrasi oleh
Satker PJN 1l Bengkulu

Penanganan Keluhan

¢ Jumlah WTP yang menyanggah/
keberatan atas hasil penifaian ganti
kerugian asset terkena di
Kecamatan Kaur Tengah (2 desa)
terdapat 40 dari total 203 WTP, 33
dari 70 WTP di Desa Tanjung Aur
I, 11 dari 27 WTP di Desa Tanjung
Kemuning Iil, 2 dari 77 WTP di
Desa Selika |, 6 dari 82 WTP di
Desa Tanjung Iman |, dan 29 dari
110 WTP di Desa Tanjung Iman 1.

» P2T melakukan kajian ulang
terhadap kesalahan data jenis dan
volume asset terkena serta
nilainya, melalui pemeriksaan
situasi dan kondisi di lapangan dan
berdiskusi dengan pihak Penilai
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Kegtatan

Rencana Kerja
LARAP

Laporan Kemajuan

Tanggal | Target

Kemajuan
[Status

Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Catatan

asset. Setelah P2T mendapatkan
hasil kajian ulang, baik berupa
perubahan data asset terkena
dan/atau besaran nilai ganti
kerugian yang akan diberikan
kepada para WTP, maka pihak
P2T mendatangi/mengundang
pihak WTP (penyanggah) untuk
mendapatkan kesepakatan/
persetujuan dari WTP atas
perubahan data tersebut. Menurut
Tim Monitoring pelaksanaan
LARAP, umumnya para WTP
penyanggah dapat menyepakati
terhadap hasil kajian ulang yang
dilakukan oleh pihak P2T tersebut,
sehingga dapat dilanjutkan ke
tahap proses pembayaran ganti
kerugian atas asset terkena
proyek.
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LAMPIRAN IlI

HASIL PENILAIAN ASET TERKENA DI KECAMATAN TANJUNG
KEMUNING DI KABUPATEN KAUR
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